










b. Perhitungan pembayaran insentif kinerja untuk kinerja Pegawai dengan jabatan

struktural.

(2) Perhitungan pembayaran insentif kinerja individu dihitung berdasarkan capaian

kinerja individu dikalikan dengan nilai jabatan individu dikalikan dengan indeks

rupiah kinerja individu dikalikan dengan lama bulan Pegawai sesuai dengan nilai

jabatan individu tersebut.

(3) Perhitungan pembayaran insentif kinerja Pegawai dengan jabatan struktural

dihitung berdasarkan capaian kinerja Pegawai dengan jabatan struktural dikalikan

dengan nilai jabatan Pegawai dengan jabatan struktural dikalikan dengan indeks

rupiah kinerja Pegawai dengan jabatan struktural dikalikan dengan lama bu.Ian

Pegawai menjabat sesuai dengan nilai jabatan Pegawai dengan jabatan struktural.

(4) Perhitungan insentif kinerja ke-13 adalah jumlah insentif kinerja tahunan tahun

sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) atau jumlah bulan Pegawai aktif bekerja

dalam 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 7 

( 1) Indeks rupiah insentif kinerja terdiri :

a. Indeks rupiah insentif kinerja ind.ividu; dan

b. lndeks rupiah insentif Pegawai dengan jabatan struktural.

(2) Indeks rupiah insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Keputusan Rektor sesuai dengan kemampuan keuangan ITS setelah

melalui pembahasan antara Wakil Rektor yang membidangi keuangan dengan

Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

Bagi.an Kelima 

Pembayaran Insentif Kinerja ke-13 

Pasal 8 

(1) lnsentif Kinerja ke-13 adalah insentif kinerja tam.bahan yang didasarkan pada

capaian nilai kinerja tahunan pada tahun sebelumnya.

(2) Insentif kinerja ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.ibayarkan pada bulan

Januari tahun berikutnya atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagi.an Keenam 

Penundaan Pembayaran Insentif Kinerja 

Pasal 9 

( 1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, apabila ditemukan alat bukti

yang cukup, maka pemberian Insentif Kinerja dapat ditunda sampai dengan

keputusan ditetapkan.

(2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

ada surat permintaan penundaan dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya

manusia kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan dengan tembusan

laporan kepada Rektor.




